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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : {6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor
15 Tahun 2017 Bab I Pasal 2 Penyelenggara Negara yang
terdaftar pada e-LHKPN secara keseluruhan sesuai dengan
Master Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman
Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 9859),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016
Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun



Memperhatikan 1.

2.

Menetapkan

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
Nomor 1);

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SEIO3/M, PAN/01/2005 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SEIOS/M. PAN/04/2006 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SEIOI/M. PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan
Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk
Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuan dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 15
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan



Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor

15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penyelenggara Negara terdiri dari :

Bupati Pasaman Barat;

Wakil Bupati Pasaman Barat;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);

Pejabat Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;

Pejabat Administrator (Eselon IIlI) pada seluruh OPD;

Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Pejabat Pembuat Komitmen;

Auditor dan PPUPD;

Fungsional Pengadaan pada UKPBJ;

Direktur dan Kabag pada PDAM,;

Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

T ER MO R0 o

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Ditetapkan di  Simpang Empat
Pada Tanggal 28 Maret 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,
1/ .

L

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Dh—

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH BUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR



